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BAB IlII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan

hukum/skripsi ini sebagai berikut:

1. Upaya polisi dalam menangani kasus tindak pidana pencurian kendaraan
bermotor di Kabupaten Sleman yaitu dengan melakukan upaya secara Preventif
dan Represif. Upaya Preventif merupakan upaya yang dinilai lebih efektif
dibandingkan upaya Represif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian
sepeda motor. Pada upaya Preventif pihak kepolisian dari Polres Sleman
melakukannya dengan cara mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi
tertentu, razia selektif, penjagaan, patrol kepolisian, dan patrol rutin. Sedangkan
dalam upaya Represif pihak kepolisiandari Polres Sleman melakukan tindakan
secara bersama-sama dengan pihak kejaksaan dan kehakiman dalam hal
penjatuhan pidana. Pada penanggulangan tindak pidana pencurian secara Refresif
pihak-pihak tersebut mengambil tindakan hukum sesuai dengan sistem peradilan
pidana yang berlaku.

2. Kendala yang dihadapi anggota Kepolisian Polres Sleman dalam penanggulangan
tindak pidana pencurian sepeda motor adalah kurangnya kesadaran masyarakat

dalam meperhatikan keselamatan sepeda motor miliknya, lemahnya sistem
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keamanan ditempat parkir pusat-pusat keramian, kurang maksimalnya tuntutan
pidana yang diajukan pihak kejaksaan pada kasus pencurian sepeda motor,
kurangnya pendidikan dan keterampilan yang diberikan pihak lembaga
pemasyarakatan terhadap residivis, serta adanya kesenjangan antara putusan yang
diberikan kepengadilan dengan tuntutan yang diajukan pihak kejaksaan. Selain itu
biaya operasioanal yang terbatas dalam memburu pelaku pencurian sepeda motor
menjadi kendala bagi pihak kepolisian. Kecenderungan pelaku untuk membawa
lari barang curiannya kedaerah terpencil juga ikut menghambat upaya

pengungkapan kasus pencurian sepeda motor.

Polisi hendaknya meningkatkan upaya pencegahan terhadap tindak pidana
pencurian sepeda motor secara kongkrit seperti mengadakan penyuluhan,
meningkatkan kinerja personil kepolisian khususnya binmas, dan meningkatkan
pengawasan melalui patroli — patroli secara rutin dan berkesinambungan.

Pemerintah diharapkan memperbaiki jumlah anggaran operasional pihak
kepolisian serta meningkatkan sarana dan prasarana dan sumber daya manusia
guna mendukung upaya pengungkapan pencurian kendaraan bermotor yang

membutuhkan biaya yang tidak sedikit.
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